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PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 13 Juli 1988/ umur

35  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan

Minimarket,  pendidikan  SLTA,  bertempat  tinggal  di

Gang Xxx RT. 013 RW. 004, Xxx Xxx, Xxx, Kabupaten

Mempawah,  Kalimantan  Barat;  dalam  hal  ini

berdomisili elektronik xxx.com  Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,  NIK  xxxtempat  dan  tanggal  lahir  Kerohok,  08  Juni  1995/

umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian

Lepas,  pendidikan SLTA,  bertempat  tinggal  di  Jalan

Raya  Xxx  RT.  004  RW.  002,  Xxx,  Xxx,  Kabupaten

Mempawah, Kalimantan Barat; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2023

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Mempawah  Kelas  IB,

Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal  09 Agustus 2023 telah mengajukan

gugatannya  untuk  melakukan  perceraian  terhadap  Tergugat  dengan  uraian/

alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2016 Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Xxx  Kabupaten  Mempawah,  sesuai

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan 207/Pdt.G/2023/PA.Mpw 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2016, tanggal 09 September 2016; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah  orang  tua  Tergugat  yang  beralamat  di  Jalan  Xxx  Desa  Xxx

Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah, sampai berpisah; 

3. Bahwa  selama  dalam  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai  seorang anak yang bernama Daffa  Mauza bin  Hopipi,  lahir  di

Lahuak pada tanggal 23 Juli 2017; 

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2017 rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah  karena  Penggugat  dan  Tergugat

terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  di  sebabkan

Tergugat mengangkat  anak tanpa seizin Penggugat,  tetapi  karena orang

tua Tergugat dan Tergugat masih tetap ingin mengangkat anak tersebut,

sehingga Penggugat mengalah dan menerima anak tersebut; 

5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 Tergugat tiba-tiba marah kepada

Penggugat karena Penggugat tidak memberi anak angkat Tergugat tersebut

makan, sedangkan anak kandung Penggugat juga masih kecil dan butuh

Penggugat  untuk  mengurusnya,  namun  Tergugat  masih  marah-marah

kepada Penggugat; 

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada

tanggal 21 Maret 2018 Tergugat langsung mengusir Penggugat dari rumah

dan langsung mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat

pada hari itu juga; 

7. Bahwa  pada  tanggal  23  Meret  2018  Tergugat  mengucapkan  cerai

kepada Penggugat dihadapan ibu Penggugat; 

8. Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang

berkomunikasi, namun Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada

Penggugat dan anak; 

9. Bahwa pada awal  tahun 2019 Tergugat  sudah menikah lagi  dengan

perempuan lain hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat sudah melihat

sendiri istri baru Tergugat; 

10. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan

dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak

keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat; 
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11. Bahwa  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  melanjutkan

kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai; 

12. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini; 

Berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Mempawah  Kelas  I  B  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  menjatuhkan  putusan  yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : 

1.  Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat telah

datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi

dan patut,  sedangkan tidak  ternyata  bahwa tidak  datangnya itu  disebabkan

suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah  berusaha  menasehati  Penggugat,  agar  Penggugat

bersabar  dan  bersedia  rukun  kembali  sebagai  suami  istri  dengan  Tergugat,

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa, perkara ini  tidak dapat  dimediasi  karena Tergugat  tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa : 

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2016 Tanggal 09 September 2016,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  Xxx Kabupaten

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan 207/Pdt.G/2023/PA.Mpw 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, alat bukti tersebut telah bermeterai

cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan

aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi : 

1. Xxxumur  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

karyawan  minimarket,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Xxx  Xxx,

RT017.RW001,  Kelurahan  Xxx  Xxx,  Kecamatan  Xxx,  Kabupaten

Mempawah.,  telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang

pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat

sebagai suami istri sah dan saksi adalah teman Penggugat;

 Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat

dan  Tergugat  tinggal  bersama  dan  terakhir  di  rumah  orang  tua

Tergugat  yang beralamat  di  Jalan  Xxx Desa Xxx Kecamatan Xxx

Kabupaten Mempawah, dan selama berumah tangga telah dikaruniai

seorang anak;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  rumah  tangga  Penggugat

dan Tergugat  pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi  sejak

2018 (empat tahun yang lalu) rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tidak rukun lagi disebabkan salah satu pihak telah pergi meinggalkan

pihak lain dan selama itu sudah tidak memperdulikan;

 Bahwa selama pisah rumah sudah tidak saling bertemu

satu sama lain dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah

Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

 Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar

rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxumur  34  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP, pekerjaan

mengurus  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Xxx  Xxx,

RT013.RW004, Kelurahan Xxx Xxx, Kecamatan Xxx, telah memberikan

keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat

sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Penggugat;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  setelah  menikah

Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  dan  terakhir  di  rumah
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orang  tua  Tergugat  yang  beralamat  di  Jalan  Xxx  Desa  Xxx

Kecamatan  Xxx  Kabupaten  Mempawah,  dan  selama  berumah

tangga telah dikaruniai seorang anak;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  rumah  tangga  Penggugat

dan Tergugat  pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi  sejak

lima tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

rukun  lagi  disebabkan  salah  satu  pihak  telah  pergi  meinggalkan

pihak lain dan selama itu sudah tidak memperdulikan;

 Bahwa selama pisah rumah sudah tidak saling bertemu

satu sama lain dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah

Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

 Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar

rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan

yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

dan mohon putusan; 

Bahwa,  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini; 

 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Hakim  di  setiap  persidangan  telah  berusaha

mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai

dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal

143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak

berhasil;
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Menimbang,  bahwa ternyata Tergugat,  meskipun telah dipanggil  secara

resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  dan  Pasal  150

R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  Hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat adalah ada bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat mengangkat anak tanpa seizin

Penggugat, tetapi karena orang tua Tergugat dan Tergugat masih tetap ingin

mengangkat anak tersebut, sehingga Penggugat mengalah dan menerima anak

tersebut;pada  tanggal  21  Maret  2018  Tergugat  tiba-tiba  marah  kepada

Penggugat  karena Penggugat  tidak memberi  anak angkat  Tergugat  tersebut

makan,  sedangkan  anak  kandung  Penggugat  juga  masih  kecil  dan  butuh

Penggugat untuk mengurusnya, namun Tergugat masih marah-marah kepada

Penggugat;akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  di  atas  pada

tanggal 21 Maret 2018 Tergugat langsung mengusir Penggugat dari rumah dan

langsung mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada

hari itu juga;pada tanggal 23 Meret 2018 Tergugat mengucapkan cerai kepada

Penggugat  dihadapan  ibu  Penggugat;sejak  berpisah,  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  jarang  berkomunikasi,  namun  Tergugat  juga  tidak  ada

memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  dan  anak;  pada  awal  tahun  2019

Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain hal ini Penggugat ketahui

karena Penggugat  sudah melihat  sendiri  istri  baru Tergugat;tidak ada upaya

perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  baik  dari  pihak  keluarga  Penggugat  maupun  dari

pihak  keluarga  Tergugat;Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk
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melanjutkan  kehidupan  rumah  tangga  dengan  Tergugat  dan  memilih  untuk

bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

pernah hadir  di  persidangan,  namun karena perkara  ini  perkara  perceraian,

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasanalasan

Perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil

sebagai akta otentik, oleh karena  itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna  dan  mengikat  sesuai  Pasal  285  R.Bg  juncto  Pasal  1870

KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

sah yang terikat dalam perkawinan ;

Menimbang,  bahwa saksi  1 dan 2 memenuhi  syarat  formil  dan materiil

sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,

sehingga membuktikan  bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak rukun lagi sejak empat tahun yang lalu hal mana antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah dan selama itu sudah

tidak saling memperdulikan satu sama lain, telah diupayakan rukun akan tetapi

tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  di  atas  ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah

antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

2.  Antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  selama  empat  tahun

lamanya dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain; 

3.  Penggugat  sudah diupayakan agar  rukun kembali  dengan Tergugat  akan

tetapi tidak berhasil; 

Pertimbangan Petitum Perceraian
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  diatas  Hakim

memberi pertimbangan sebagai berikut; 

Bahwa  tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara

suami  dan  istri  saling  mencintai,  menyayangi  dan  saling  mencurahkan

perhatiannya.  Sebaliknya  jika  antara  suami  dan  istri  sudah  tidak  saling

mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan antara suami isteri tidak tinggal

satu rumah lagi,  maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di

atas akan mustahil tercapai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di  atas, maka rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat  terbukti  tidak  mampu merealisasikan tujuan rumah tangga

yang bahagia,rumah tangga yang seharusnya sudah mulai mapan karena telah

melewati masa yang panjang, faktanya tidak membuat rumah tangga nyaman

bahagia,  sebaliknya  Penggugat  merasa  tertekan  secara  psikis  atas  sikap

Tergugat.  Mempertahankan  rumah  tangga  yang  demikian  akan  membuat

Penggugat jatuh pada rasa putus asa yang berkepanjangan;

Bahwa  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  bukan  saja

terbukti  gagal  dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan

kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan

bagi Penggugat karena sebagai seorang wanita Penggugat dan merasa sangat

berat mempertahankan rumah tangga yang tidak ada kepastian;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

disebabkan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama dua

tahun  berturut-turut  dan  selama  itu  sudah  tidak  saling  memperdulikan  satu

sama lain sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan

dapat  mewujudkan  tujuan  luhur  dari  perkawinan  yaitu  membentuk  rumah

tangga yang sakinah,  mawaddah warahmah sebagaimana Pasal  1  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam

rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

serumah  lagi  selama  lima  tahun  lamanya,  menunjukkan  penyimpangan  dari

konsep  dasar  dibangunnya  lembaga  pernikahan,  agar  suami  isteri  selalu

berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain

oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;
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Bahwa  meskipun  ajaran  Islam  pada  prinsipnya  mempersulit  terjadinya

perceraian,  tetapi  dalam  perkara  a  quo Hakim  berpendapat  bahwa

mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan

Tergugat lebih banyak  madharat-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal

ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil

sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح          جلب على مقدم المفاسد درأ

Artinya:  ”Menolak  kerusakan/mafsadat  harus  didahulukan  daripada

mengedepankan kebaikan/maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah

terbukti  dan telah  sesuai  pula  dengan maksud dalil  syar’i  yang diambil  alih

sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat  Pakar  Hukum Islam dalam  kitab  Al-Fiqhu Al-Islami  wa

Adillatuhu juz VII halaman 527  yang berbunyi :

طــلق           للشقــاق القـاضي يوقعــه الــذي الطــلق

بائــن

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah

talak bain.

2. Pendapat   Pakar  Hukum  Islam  Syiekh  Al-Majedy  dalam  kitab

Ghayatu Al-Maram yang berbunyi :

القاضى         عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذا

 طلقة

Artinya  :  Apabila  isteri  sudah  sangat  tidak  senang  terhadap  suaminya,

maka  Hakim  diperkenankan  menjatuhkan  talak  suami  dengan

talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil  gugatan Penggugat,  telah terbukti

menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan

perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
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Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b/) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk

menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu

ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di  ubah pertama

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat  dan memperhatikan segala  ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara

ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp209.000,00( dua ratus sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi

bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I.

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  dan  disampaikan  kepada  para  pihak  melalui

Sistem Informasi  Pengadilan oleh  Hakim Tunggal  tersebut  dan dibantu  oleh
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Syafie,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat; 

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Syafie, S.H.

Rincian biaya :

1. PNBP

Pendaftaran

Panggilan Pertama

Redaksi

Pemberitahuan

:

:

:

:

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.000,00

20.000,00

10.000,00

10,000,00

2. Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 36.000,00  

4. Meterai : Rp. 10.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 18.000,00

Jumlah : Rp. 209.000,00
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